SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

KEPADA DESA DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 97 Ayat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah Kepada Desa di Kabupaten Situbondo.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun
1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 dan

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

ebagaimana tTelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5409 );

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah  Republik Indonesia Daerah  Kabupaten
Panarukan (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



Menetapkan

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun
2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2007 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun
2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2007 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun
2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2008 Nomor 2);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah  Kabupaten
Situbondo.

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan
Undang-undang Dasar 1945.
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11.

12.

13.

14.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
daerah Kabupaten Situbondo.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Situbondo.
Pemerintahan Desa adalah  penyelenggara  urusan
pemerintahan oleh  Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya
disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut
APBDesa adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan
Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disebut BHPRD adalah dana yang dialokasikan oleh
Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayai
peningkatan penyelenggaran Pemerintahan Desa yang
bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



BAB 1II
SUMBER BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Sumber Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah paling
sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil
pajak dan retribusi daerah.

BAB III
RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4
Rumus Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

dipergunakan untuk menghitung besarnya Bagian dari Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa.

Pasal 5

(1) Rumus dasar penetapan BHPRD:

BHPRDx = BHPRDM + BHPRDPX I

BHPRDx = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
untuk Desa x.

BHPRDM = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Minimal yang diterima desa.

BHPRDPx = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Proposional untuk desa x.

BHPRDPx = BDX(BHPRD - YBHPRDM) I

BHPRDPx = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Proposional untuk desa x.

BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x.

BHPRD = Total Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah.
>BHPRDM= Jumlah seluruh Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Minimal.



(2) Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx):

BDx=al KV 1+ a2KV 2+ an KV n

BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x.
adalah angka bobot dari masing-masing

o
—
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N
o
)
I

variabel.
KV1, KV2 ...

KVn, adalah koefisien masing-masing
variable.

(3) Perhitungan Koefisien Variabel (KV) Desa
a). KV Jumlah Hasil Penerimaan Pajak
Jumlah Hasil Penerimaan Pajak di Desa
Jumlah Hasil Penerimaan Pajak Desa se Kabupaten

b). KV Jumlah Hasil Penerimaan Retribusi
Jumlah Hasil Penerimaan Retribusi di Desa

Jumlah Hasil Penerimaan Retribusi Desa se Kabupaten

(4) Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

Variabel Notasi | Notas Bobot
Variabel | Bobot
1. Jumlah Hasil Pajak V1 al 0.50
2. Jumlah Hasil Retribusi V2 a2 0.50

(5) Definisi Variabel

a. Variabel Jumlah Hasil Pajak yaitu jumlah hasil Pajak
Desa berdasarkan data yang bersumber dari Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Situbondo;

b. Variabel Jumlah Hasil Retribusi yaitu jumlah hasil
Retribusi Desa berdasarkan data yang bersumber dari
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Situbondo.

Pasal 6

(1) Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
dilakukan berdasarkan ketentuan :
a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata
kepada seluruh Desa;
b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara
proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan
retribusi dari Desa masing-masing.



(2) Besar Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-
masing Desa setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 10 November 2014

BUPATI SITUBONDO,
ttd.

DADANG WIGIARTO
Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 10 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.
SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 52

sesuai dengan Aslinya,
AGIAN HUKUM

SUMA, S.H.,M.Si
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" *LE, @§31221 200604 2 009




